
BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL
BAGI IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS ATAU RESIKO KEKURANGAN

ENERGI KRONIS DAN BALITA BERMASALAH GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a.

b
.

c.

d
.

bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sehingga upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi
ibu hamil dan balita, merupakan bagian integral dari
pembangunan manusia yang berkelanjutan;

bahwa masih tingginya angka ibu hamil dengan kekurangan
energi kronis atau berisiko kekurangan energi kronis serta
balita bermasalah gizi di Kabupaten Karawang memerlukan
intervensi yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi
lokal untuk meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan
masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu
adanya aturan untuk kepastian hukum, sinergi kebijakan,
dan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan
yang efektif dan berkelanjutan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Tambahan
Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi
Kronis atau Resiko Kekurangan Energi Kronis dan Balita
Bermasalah Gizi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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2
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6687);

3
. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4
. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

5
. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang

Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1110);

6
. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 956);

7
. Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang

Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);

8
. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 7);

9
. Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor

HK.02.02/1622/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi
Ibu Hamil dan Balita;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor
22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL

KEKURANGAN ENERGI KRONIS ATAU RESIKO KEKURANGAN

ENERGI KRONIS DAN BALITA BERMASALAH GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1

. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Karawang.

2
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Otonom.
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3
. Bupati adalah Bupati Karawang.

4
. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Karawang

5
. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan
Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan
preventif di wilayah kerjanya.

6
. Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang selanjutnya disebut Ibu

Hamil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai Indeks Massa
Tubuh pra hamil atau pada trimester 1 (< 12 minggu) sebesar
< 18

,5 kg/m2.

7
. Ibu Hamil Berisiko Kurang Energi Kronis yang selanjutnya

disebut Ibu Hamil Beresiko KEK adalah ibu hamil yang
mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5
cm.

8
. Balita Gizi Kurang adalah Balita dengan status gizi yang

berdasarkan indikator BB/PB atau BB/TB pada -3 SD sampai
dengan < -2 SD.

9
. Balita Berat Badan Kurang adalah balita dengan status gizi

berdasarkan indikator BB/U di bawah < -2 SD.

10. Balita Berat Badan Tidak Naik adalah Balita yang berat
badannya tidak naik saat penimbangan dibandingkan hasil
penimbangan bulan sebelumnya dibaca dari grafik KMS.

11. Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal yang
selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan Lokal adalah
makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk
meningkatkan status gizi pada sasaran, berupa makanan
lengkap dan makanan kudapan.

12. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di
bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif) yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
a. pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal untuk

meningkatkan status gizi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil
Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi melalui PMT
Berbahan Pangan Lokal sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;
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b. pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi
Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita
bermasalah gizi secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah
dan tepat sasaran; dan

c
. sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan

Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko
KEK dan balita bermasalah gizi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan stunting

melalui kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu
Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah
gizi; dan

b
. meningkatkan/memperbaiki status gizi bagi Ibu Hamil

KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi
yang mendapat PMT Berbahan Pangan Lokal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu

Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK;
b. pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal balita

bermasalah gizi yang meliputi gizi kurang, berat badan kurang
dan balita tidak naik berat badannya;

c. penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal;
d

. edukasi; dan
e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

Sasaran PMT Berbahan Pangan Lokal

Pasal 4

(1) Sasaran kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal adalah Ibu
Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan Balita Bermasalah
Gizi.

(2) Sasaran Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu :
a. Ibu Hamil KEK; dan
b

.
 Ibu Hamil Berisiko KEK.

(3) Sasaran balita bermasalah gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu :
a. Balita Gizi Kurang dengan Stunting atau tanpa Stunting;
b

. Balita Berat Badan Kurang dengan Stunting atau tanpa
Stunting] dan

c. Balita Berat Badan Tidak Naik.
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BAB III

PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI

BALITA BERMASALAH GIZI

Pasal 5

(1) PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi
bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita.

(2) Pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal bagi balita
bermasalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. deteksi dini dan penemuan kasus;
b

. konfirmasi status gizi di Puskesmas;
c. tata laksana dan rujukan;
d. prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal; dan
e. standar dan angka kecukupan gizi bagi balita.

Pasal 6

(1) Deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan
pemantauan pertumbuhan rutin bulanan di berbagai titik
kegiatan kemasyarakatan.

(2) Pemantauan pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan penimbangan berat badan dan
pengukuran panjang/tinggi badan.

(3) Deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendeteksi:
a.
 berat badan tidak naik;

b
. berat badan kurang atau bawah garis merah (underweight)]

c.
 berat badan normal;

d
. risiko berat badan lebih; dan/atau

e
. Stunting.

Pasal 7

(1) Konfirmasi status gizi di Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menilai status
gizi Balita dan juga memastikan pengukuran yang dilakukan
sebelumnya telah dilakukan dengan benar.

(2) Konfirmasi status gizi di Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.

Pasal 8

(1) Tata laksana dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf c meliputi tatalaksana kasus:
a. Balita Gizi Kurang;
b

. Balita Berat Badan Kurang atau bawah garis merah
(underweight); dan

c.
 Balita Berat Badan Tidak Naik.

(2) Dalam hal pemenuhan kriteria tidak dapat ditangani haras
dirajuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
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Pasal 9

Prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal bagi balita bermasalah
gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Standar dan Angka Kecukupan Gizi bagi balita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK/IBU
HAMIL BERESIKO KEK

Pasal 11

(1) PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil
Beresiko KEK bertujuan untuk meningkatkan berat badan
sesuai usia kehamilan serta berat badan bayi lahir > 2500
gram.

(2) Pelaksanaan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil
KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a

. deteksi dini dan penemuan kasus melalui antenatal care
terpadu;

b
. tata laksana kasus dan rujukan;

c. prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil
KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK; dan

d
. standar dan angka kecukupan gizi bagi Ibu Hamil KEK/Ibu

Hamil Beresiko KEK.

Pasal 12

(1) Deteksi dini dan penemuan kasus melalui antenatal care
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a dilakukan dengan melakukan penapisan untuk mendeteksi
masalah gizi dan kesehatan ibu hamil yang dilakukan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Kegiatan deteksi dini dan penemuan kasus melalui antenatal
care terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tata laksana kasus dan rujukan ibu hamil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

(4) Tata laksana kasus dan rujukan ibu hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

Prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil
KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Standar dan angka kecukupan gizi bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil
Beresiko KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

LAMA PEMBERIAN PMT PANGAN LOKAL

Pasal 15

(1) Lama waktu pemberian PMT Lokal untuk balita sesuai dengan
masalah gizi balita, yaitu:
a. Balita Gizi Kurang diberikan PMT Berbahan Pangan Lokal

selama 56 hari;

b
. Balita Berat Badan Kurang diberikan PMT Berbahan

Pangan Lokal selama 28 hari; dan
c. Balita dengan Berat Badan Tidak Naik diberikan PMT

Berbahan Pangan Lokal selama 14 hari.

(2) Lama waktu pemberian PMT Berbahan Pangan Lokal untuk
Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK selama paling lama
120 hari atau sesuai dengan usia kehamilan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI

IBU HAMIL KEK/IBU HAMIL BERESIKO KEK DAN BALITA
BERMASALAH GIZI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Tahapan penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal di
tingkat Puskesmas meliputi:
a. perencanaan;

b. persiapan dan pelaksanaan;
c. pemantauan dan evaluasi; dan
d. pencatatan dan pelaporan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan PMT Berbahan Pangan Lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perlu
menetapkan Tim Pelaksana dengan surat penunjukan.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain terdiri dari unsur:

a
.
 Puskesmas;

b. pemerintahan Desa/Kelurahan;
c. tokoh masyarakat; dan
d. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 17

(1) Dalam rangka penyelenggaraan PMT berbahan pangan Lokal
dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Puskesmas, Desa dan
Posyandu.

(2) Peran serta Pemerintah Daerah meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan Puskesmas, lintas program

dan lintas sektor serta pemangku kebijakan terkait;
b

. melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan PMT
Berbahan Pangan Lokal;

c. melakukan advokasi lintas sektor;

d
. melakukan asistensi dan monitoring; dan

e. evaluasi dan pemberian umpan balik.

(3) Peran serta Puskesmas meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan,

Puskesmas lainnya, Desa/Kelurahan dan posyandu
setempat;

b
. melakukan koordinasi internal dengan lintas program yang

ada di Puskesmas terkait pelaksanaan kegiatan PMT
Berbahan Pangan Lokal;

c. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan
termasuk pembekalan tim pelaksana PMT Berbahan
Pangan Lokal;

d. pendampingan kepada tim pelaksana dan kader;
e. pencatatan dan pelaporan; dan
f

. monitoring dan evaluasi.

(4) Peran serta desa/kelurahan meliputi:
a. berkoordinasi dengan Puskesmas, PKK, kader tokoh

masyarakat, dll
b

. melakukan musyawarah masyarakat desa/ musyawarah
masyarakat kelurahan;

c. dukungan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan PMT
Berbahan Pangan Lokal; dan

d
. melakukan pemantauan bersama Puskesmas.

(5) Peran serta Posyandu meliputi:
a. menyediakan data kegiatan posyandu per bulan (deteksi

dini pertumbuhan dan perkembangan);
b

. verifikasi data sasaran bersama pihak Puskesmas dan
Desa/Kelurahan;

c. aktif dalam penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal
melalui koordinasi dengan Puskesmas dan
Desa/Kelurahan;

d
. edukasi gizi dan kesehatan;

e. melakukan pencatatan; dan
f. pemantauan serta evaluasi bersama Puskesmas.
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BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Tim pelaksana melakukan pencatatan dan pelaporan secara
berkala.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dari tahap penentuan sasaran sampai dengan
berakhirnya intervensi PMT Berbahan Pangan Lokal.

(3) Hasil kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal dilaporkan secara
beijenjang.

(4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Aplikasi yang sudah ditetapkan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara beijenjang dari
tingkat Puskesmas, dan tingkat Kabupaten;

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim pelaksana, pengelola program di
Kabupaten, Puskesmas, Puskesmas dan desa.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:

a
. mendapatkan informasi dan data pelaksanaan kegiatan;

b
. bahan pengambilan keputusan;

c. perbaikan pelaksanaan; dan
d

. mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan.

Pasal 20

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan
oleh tim pelaksana berdasarkan mekanisme monitoring.

(2) Mekanisme monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendampingan dan pemantauan; dan
b

. koordinasi dan tindakan perbaikan.

Pasal 21

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan
untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PMT Berbahan
Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan
balita bermasalah gizi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penyelenggaraan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal

sesuai jadwal;
b

. cakupan jumlah Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK
yang mengonsumsi makanan tarn bahan berbahan pangan
lokal;
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c. cakupan jumlah Balita Gizi Kurang dengan atau tanpa
Stunting yang mengonsumsi makanan tambahan berbahan
pangan lokal;

d
. cakupan jumlah Balita Berat Badan Kurang (underweight)

dengan atau tanpa Stunting yang mengonsumsi makanan
tambahan berbahan pangan lokal;

e. cakupan jumlah balita berat badan berdasarkan umur
normal tetapi Berat Badan Tidak Naik yang mengonsumsi
makanan tambahan berbahan pangan lokal;

f. persentase Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dengan
peningkatan berat badan sesuai usia kehamilannya;

g. persentase Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK yang
melahirkan bayi dengan berat badan lahir > 2500 gram;

h. persentase Balita Gizi Kurang dengan atau tanpa stunting
yang mengalami perbaikan status gizi berdasarkan
indikator berat badan berdasarkan umur dan berat badan

berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan
tinggi badan;

i. persentase Balita Berat Badan Kurang (underweight) yang
mengalami perbaikan status gizi berdasarkan indikator
berat badan berdasarkan umur; dan

j. persentase Balita berat badan berdasarkan umur Normal

tetapi Berat Badan Tidak Naik yang mengalami kenaikan
berat badan adekuat.

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan formulir
yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

EDUKASI GIZI

Pasal 23

(1) Edukasi gizi merupakan upaya meningkatkan pengetahuan,
kesadaran dan perilaku masyarakat tentang gizi seimbang
untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

(2) Edukasi gizi diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan PMT
Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil
Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi.

(3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a

. konseling gizi;
b. penyuluhan gizi; dan
c

.
 demonstrasi masak.

(4) Sasaran edukasi gizi dan edukasi kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
a. Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK;
b

. ibu balita bermasalah gizi;
c. pengasuh balita bermasalah gizi; dan
d

. keluarga sasaran PMT Berbahan Pangan Lokal.

(5) Pelaksana edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan oleh tenaga terlatih yang terdiri dari :
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a
. tenaga kesehatan;

b
. kader pendamping; dan

c. kader posyandu.

(6) Materi dan pesan kunci edukasi gizi bagi Ibu Hamil KEK/Ibu
Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagi an tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal dapat
berasal dari:

a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
b

. dana desa; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

<r/ KARAWANG,

7# I

v* /
//

ASEP AANG RAHMATULLAH

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Juni 2025

/ BUPATI,KARAWANG,

/<!>//
PSYAEPULOH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

NOMOR 24 .
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KEK/RESIKO KEK DAN BALITA BERMASALAH GIZI

BAB I

PELAKSANAAN PMT BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI BALITA

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita bertujuan untuk
meningkatkan berat badan yang adekuat dan memperbaiki status gizi balita melalui
pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Sasaran penerima PMT berbahan pangan lokal adalah Balita gizi
kurang, Balita Berat Badan Kurang (underweight), dan Balita Tidak Naik Berat Badan
(T) dengan atau tanpa stunting untuk mencegah Balita mengalami masalah gizi yang
lebih berat.

Balita gizi kurang yang juga mengalami stunting, diberikan PMT lokal untuk
menangani keadaan gizi kurangnya.

Langkah-langkah pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal bagi Balita dimulai
dengan kegiatan deteksi dini dan penemuan kasus, konfirmasi status gizi, tata
laksana dan rujukan oleh dokter Puskesmas.

A
.
 Deteksi Dini dan Penemuan Kasus

Kegiatan deteksi dan penemuan dini Balita berisiko masalah gizi dilakukan
melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan rutin bulanan di berbagai titik
kegiatan kemasyarakatan seperti Posyandu, Pustu atau dilakukan pada
kunjungan Balita sehat maupun Balita sakit ke fasilitas pelayanan kesehatan
yang dilayani dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
Selain itu untuk meningkatkan cakupan pemantauan pertumbuhan dapat
dilakuan sweeping melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh
kader, semua komponen masyarakat terlatih lainnya serta tenaga kesehatan
Puskesmas di lapangan (bidan, tenaga gizi, dll).

Pemantauan pertumbuhan tersebut dilakukan dengan penimbangan berat
badan dan pengukuran panjang/tinggi badan. Selanjutnya dilakukan
pengisian/ploting Kartu Menuju Sehat (KMS) dan grafik pertumbuhan dalam
Buku KIA untuk mengetahui kecenderungan/ tren pertumbuhan Balita,
mendeteksi dini dan menemukan kasus risiko masalah gizi sehingga dapat
dilakukan tata laksana segera termasuk konseling oleh dokter Puskesmas.

Deteksi dini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1
. Cara mendeteksi Berat Badan Tidak Naik (T)

Perubahan berat badan merupakan indikator sensitif untuk memantau
pertumbuhan Balita sebagai upaya deteksi dini. Berat Badan Tidak Naik
(T) pada Balita mengindikasikan kemungkinan gangguan pertumbuhan
dan harus diwaspadai karena jika dibiarkan atau tidak terdeteksi akan
berisiko mengalami masalah gizi yang lebih berat. Berat Badan Tidak Naik
(T) terdiri dari:
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a.
 Berat Badan Naik Tidak Adekuat, yaitu apabila hasil penimbangan

berat badan meningkat dari bulan sebelumnya, namun kenaikannya
tidak cukup sesuai usia dan jenis kelamin, ditunjukkan dengan arah
garis pertumbuhan tidak mengikuti garis pertumbuhan normal

(sedikit menjauh).

Gambar 2.1. Berat Badan Naik Tidak Adekuat

b
. Berat Badan Tetap, yaitu apabila hasil penimbangan berat badan sama

dengan bulan sebelumnya, ditunjukkan dengan arah garis
pertumbuhan mendatar.

Gambar 2.2 Berat Badan Tetap

c. Berat Badan Turun, yaitu apabila hasil penimbangan berat badan
mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, ditunjukkan
dengan arah garis pertumbuhan menjauh dari garis pertumbuhan
normal.

Gambar 2.3. Berat Badan Turun
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2
.
 Cara mendeteksi Berat Badan Kurang (Underweight/ Bawah Garis Merah)

Berat Badan Kurang ditunjukkan dengan plotting berat badan Balita
dibawah garis merah pada KMS dalam Buku KIA (BB/U < -2 SD).

Gambar 2.4. Berat Badan Kurang (Underweight/BGM)

3
.
 Cara mendeteksi Berat Badan Normal

Berat Badan normal ditunjukkan dengan plotting berat badan Balita ada
diantara -2 SD < BB/U < +1 SD pada KMS dalam Buku KIA.

4
.
 Cara mendeteksi Risiko Berat Badan Lebih

Risiko berat badan lebih ditunjukkan dengan plotting berat badan Balita
diatas garis oranye pada KMS dalam Buku KIA (BB/U > +1 SD).

Gambar 2.6. Berat Badan Lebih
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5
. Cara mendeteksi Stunting

Stunting ditunjukkan dengan plotting panjang atau tinggi badan Balita
dibawah - 2 SD pada grafik PB/U atau TB/U dalam Buku KIA (PB/U atau
TB/U < -2 SD).

Grafik Panjang Badan Menurul Umur Anak Laki-laki 0-24 Bulan (z-scores)

Gambar 2.7. Stunting
Jika kader atau orangtua/pengasuh menemukan kasus Balita Tidak Naik
(T), Bawah Garis Merah, diatas garis oranye, serta tanda bahaya masalah
kesehatan maka harus segera menginformasikan kepada tenaga kesehatan
atau dibawa ke Puskesmas/FKTP untuk mendapatkan pemeriksaan lebih
lanjut dan konfirmasi hasil pengukuran, serta tata laksana masalah gizi
dan penyakit penyerta. Balita dengan BB Normal perlu dilihat kenaikan
berat badannya. Jika naik adekuat (N), ukur dan periksa PB atau TB
menurut usianya. Jika hasilnya normal, Balita dapat kembali ke Posyandu
bulan berikutnya.

Kader dan tenaga kesehatan di lapangan (bidan, tenaga gizi, dll) segera
melaporkan kepada dokter/merujuk ke Puskesmas jika menemukan:
1

. Berat Badan Tidak Naik (T),
2

. Di Bawah Garis Merah (BGM),
3

. Di Atas Garis Oranye.

Konfirmasi Status Gizi di Puskesmas

Konfirmasi hasil pengukuran oleh dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas
bertujuan untuk menilai status gizi Balita dan juga memastikan pengukuran
yang dilakukan sebelumnya telah dilakukan dengan benar. Konfirmasi hasil
pengukuran penting dilakukan dalam upaya penentuan status gizi dan tata
laksananya.

Balita Tidak Naik (T), BB Kurang (Underweight/Bawah Garis Merah) dan Risiko
BB Lebih (diatas Garis Oranye) perlu dilakukan konfirmasi status gizi oleh
tenaga kesehatan di Puskesmas. Langkah-Langkah konfirmasi status gizi:
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Tata Cara Konfirmasi Status Giz oleh Tenaga Kesehatan

Kade. met ujuk kepoda tenogo kesehatan jika menemukan Balila BB Tidak Nolk (I). Bollta Bawah Garis Metah (BGM) don

Blsiko BB lebih (diatas garls oronye). Seionjulnya tenaga kesehatan metakukan penimbangan dan pengukuian ulang serta

konfirmasi status gizi dalum

1
.
 Periksa grafik BB/U

2
.
 Periksa grafik BB/PB

atau BB/TB

3
. Periksa grafik PB/U

atau TB/U
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oooal dtthat co

Kail Konfkmasi
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Gambar 2.8 Tata Cara Konfirmasi status Gizi oleh Tenaga Kesehatan

Selain konfirmasi status gizi, tenaga kesehatan juga mencari faktor penyebab
masalah gizi (red flag). Dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas melakukan
pemeriksaan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku dan mengidentifikasi
ada/tidaknya penyakit penyerta, red flag, kondisi lainnya yang memperberat
status gizinya. Kemudian dokter menentukan jenis tata laksana sesuai
penilaian penyakit yang ditemukan dan/atau status gizi Balita.

Faktor penyebab masalah gizi meliputi tanda dan gejala serta kondisi medis
yang menjadi penyebab at risk of failure to thrive (berisiko gagal tumbuh) harus
diperiksa untuk mendapatkan intervensi dan tatalaksana segera.

Tata Laksana dan Rujukan

Tata laksana dan rujukan oleh dokter meliputi tata laksana kasus:

1
. Tanda dan gejala reg flag yang menunjukkan penyebab medis risiko gagal

tumbuh meliputi kelainan jantung, gangguan perkembangan, gambaran
dismorfik (bentuk wajah aneh), kegagalan mencapai kenaikan berat badan
walaupun dengan kalori yang adekuat, organomegali (hepar dan limpa
membesar) atau limfadenopati, infeksi (saluran napas, seluran kemih,
kulit) yang berat atau berulang, muntah atau diare berulang.

2
. Red flag perkembangan anak yang membutuhkan pemeriksaan lanjut

untuk membuktikan apakah kondisi tersebut merupakan suatu gangguan
perkembangan dan membutuhkan intervensi atau tata laksana segera. Red
flag tersebut meliputi adanya kemunduran perkembangan (misalnya
kehilangan kemampuan bicara pada anak yang sebelumnya sudah dapat
berbicara) dan ketidakmampuan mencapai tahapan perkembangan sesuai
umur. Berikut tata laksana balita bermasalah gizi.














































































































